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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Bupati No 1
Tahun 2015 Tentang Pendistribusian Pupuk Subsidi Kepada Petani
Perspektif Siyasah Maliyah. Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian
ini yaitu sebagai berikut:
1. Implementasi pendistribusian pupuk bersubsidi yang terjadi di Desa
Tanjung Pasir Kabupaten Langkat sudah terlaksana, walaupun demikian
masih ada keluhan-keluhan dari petani yang merasa mendapat harga di atas
HET (Harga Eceran Tertinggi). Namun dalam pendistribusian pupuk subsidi
sering terjadi masalah seperti kurangnya jatah pupuk yang masuk ke dalam
kios pengecer. Sehingga petani yang setiap tahun nya dapat bisa di tahun
berikutnya tidak dapat pupuk dikarenakan sistem dari data yang bermasalah
yang dikelola oleh pihak penyuluh atau Dinas Pertanian.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses pendistribusian
pupuk sehingga terkadang pupuk lambat sampai ke tangan petani faktor
yang dimaksud adalah keterlambatan produksi, adanya pemakaian pupuk
secara bersamaan di berbagai wilayah faktor cuaca yang terkadang tidak
mendukung, ketidaksesuaian data RDKK dengan kondisi lapangan,
terbatasnya kuota pupuk subsidi, kendala transfortasi dan infrastruktur,
kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme pupuk subsidi, dan praktik
penyaluran tidak transparan,.
3. Berdasarkan perspektif Siyasah Maliyah, distribusi pupuk subsidi
seharusnya mencerminkan prinsip maslahah (kemaslahatan umat), keadilan,
dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Namun dalam praktiknya, masih
terdapat ketimpangan dan ketidaktepatan sasaran yang bertentangan
dengan prinsip-prinsip tersebut. Kebijakan subsidi pupuk semestinya

mendukung kesejahteraan petani kecil sebagai bagian dari tujuan Syariah
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(Magqashid Syariah), khususnya dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan

pangan nasional.

5.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Pendistribusian
pupuk subsidi di Desa Tanjung Pasir Kabupaten Langkat Sumatera Utara

Perspektif Siyasah Maliyah. Penulis memberikan saran atau masukan sebagai

berikut :

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap implementasi
Perbup No. 1 Tahun 2015, terutama dalam aspek distribusi dan
penyaluran pupuk di tingkat bawah agar lebih tepat waktu dan tepat
sasaran.

2. Untuk pengecer atau agen pupuk agar kiranya memberikan informasi yang
jelas kepada petani mengenai harga pupuk yang sebenarnya dan jika ada
biaya-biaya tambahan agar kiranya disampaikan kepada petani agat tidak
terjadi kesalahpahaman mengenai harga.

3. Perbaikan sistem pendataan petani dan kebutuhan pupuk, seperti RDKK,
perlu dilakukan dengan melibatkan semua kepentingan, termasuk
Kelompok Tani, aparat desa, dan penyuluh pertanian agar data lebih valid
dan adil.

4. Penerapan prinsip-prinsip siyasah maliyah harus sesuai dengan aturan
pengambilan kebijakan subsidi, yakni dengan menjadikan kemaslahatan
petani sebagai prioritas utama serta menghindari praktik-praktik yang

merugikan masyarakat kecil.
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